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   Abstrak :Perzinahan merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dalam hukum pidana Islam. Sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan sosial, perzinahan dianggap merusak tatanan masyarakat serta nilai-nilai moral. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam, yang didasarkan pada ketentuan syariat dan prinsip-prinsip keadilan. Hukum pidana Islam mengatur hukuman terhadap pelaku perzinahan melalui ketentuan hudud, di mana hukuman cambuk atau rajam diterapkan dengan syarat pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya empat saksi yang memberikan kesaksian secara konsisten atau pengakuan dari pelaku. Ketentuan ini mencerminkan aspek kehati-hatian dan keadilan, sehingga mencegah hukuman yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini juga membahas implikasi penerapan hukum pidana Islam dalam sistem hukum modern, khususnya terkait dengan tantangan hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang bijak, kolaboratif, dan kontekstual, untuk memastikan penerapan yang adil dan relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan solusi terhadap kasus perzinahan, sekaligus menjaga nilai-nilai moral, keadilan, dan perlindungan sosial.
Kata kunci : Perzinahan, Hukum, Pidana Islam
A. Pendahuluan 
Perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap norma agama, hukum, dan moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, perzinahan tidak hanya dianggap sebagai dosa besar, tetapi juga sebagai kejahatan yang merusak tatanan sosial, melemahkan nilai-nilai keluarga, dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan ini melalui pengaturan sanksi yang tegas dan mekanisme penyelesaian kasus yang sangat berhati-hati. Dalam hukum pidana Islam, perzinahan dikategorikan sebagai jarimah hudud, yaitu kejahatan yang telah ditentukan hukumannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman bagi pelaku perzinahan, seperti cambuk bagi yang belum menikah dan rajam bagi yang telah menikah, hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat pembuktian yang sangat ketat. Syarat ini meliputi adanya empat orang saksi yang melihat perbuatan secara langsung atau pengakuan sukarela dari pelaku. Hal ini menunjukkan kehati-hatian hukum Islam dalam menegakkan keadilan, sekaligus melindungi individu dari tuduhan yang tidak berdasar. Namun, penerapan hukum pidana Islam dalam kasus perzinahan di era modern menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga kemurnian ajaran syariat; di sisi lain, terdapat dinamika sosial, hukum, dan pandangan hak asasi manusia yang sering kali tidak sejalan dengan konsep tradisional hukum Islam. 
Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat diterapkan secara relevan dalam konteks masyarakat kontemporer. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam, termasuk ketentuan hukum, mekanisme pembuktian, serta implikasinya dalam sistem hukum modern. Dengan memahami prinsip-prinsip yang mendasari penyelesaian kasus ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang adil dan harmonis dalam menjaga nilai-nilai syariat sekaligus merespons kebutuhan masyarakat saat ini. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah (Neng Djubaedah, 2010). Sedangkan Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Abdi Widjaja, 2013). Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak (Ahmad Wardi Muslich,2015). Sedangkan  Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina muhsan dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina gairu muhsan (Hasan,2012). Selain tindak pidana perzinahan tergolong sebagai aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut (Leden Marpaung,1996). Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Tri Andrisman,2005).
B. Pembahasan
			Perzinahan merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dalam hukum pidana Islam. Sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan sosial, perzinahan dianggap merusak tatanan masyarakat serta nilai-nilai moral. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam, yang didasarkan pada ketentuan syariat dan prinsip-prinsip keadilan: 
a). Definisi Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam, 
			Perzinahan dalam hukum pidana Islam, atau zina, didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Definisi ini merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perbuatan zina sebagai pelanggaran berat terhadap norma agama dan social, 
b). Ketentuan Hukum dan Sanksi terhadap Pelaku Zina, 
hukum pidana Islam menetapkan sanksi yang termasuk dalam kategori hudud untuk pelaku zina, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sanksi ini dibedakan berdasarkan status pernikahan pelaku:1. Bagi yang belum menikah (ghair muhshan): Dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur [24]: 2. Bagi yang sudah menikah (muhshan): Dijatuhi hukuman rajam (dilempari batu hingga meninggal), berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, 
c).  Pembuktian dalam Kasus Perzinahan,
 Pembuktian dalam hukum pidana Islam terkait kasus zina mensyaratkan standar yang sangat tinggi untuk memastikan keadilan dan mencegah tuduhan palsu. Terdapat dua metode utama untuk membuktikan perbuatan zina: 1. Kesaksian empat orang saksi: Saksi harus melihat perbuatan tersebut secara langsung dan memberikan kesaksian yang konsisten, 2.Pengakuan dari pelaku: Pelaku harus mengakui secara sukarela dan berulang kali tanpa tekanan atau paksaan. Standar pembuktian yang ketat ini mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga kehormatan dan mencegah penyalahgunaan hukum. Tuduhan zina tanpa bukti yang cukup dianggap sebagai fitnah (qazf), yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali, 
d).  Prinsip Keadilan dan Rahmat dalam Penegakan Hukum, 
hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga aspek keadilan dan rahmat. Pelaksanaan hukuman bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, syariat juga mendorong upaya pencegahan dan rekonsiliasi, seperti nasihat, bimbingan spiritual, dan penyelesaian melalui mekanisme sosial sebelum kasus mencapai tahap hukum formal, 
e). Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Era Modern, implementasi hukum pidana Islam terkait perzinahan di era modern menghadapi berbagai tantangan: 1. Dinamika Sosial: Perubahan nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan zina memengaruhi penerimaan terhadap hukum pidana Islam, 2. Sistem Hukum Nasional: Sebagian besar negara mayoritas Muslim menggunakan sistem hukum yang mengadopsi prinsip-prinsip sekular, sehingga penerapan hukum Islam sering kali terbatas atau diadaptasi, 3. Hak Asasi Manusia: Hukuman seperti cambuk dan rajam sering kali dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, 
f). Relevansi Hukum Islam dalam Konteks Modern, 
			meskipun menghadapi berbagai tantangan, prinsip-prinsip hukum Islam tetap relevan sebagai pedoman moral dan hukum dalam masyarakat Muslim. Pendekatan kontekstual yang memperhatikan nilai-nilai lokal, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan sistem hukum modern.
C. Kesimpulan
			Penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum pidana Islam mencerminkan keadilan, kehati-hatian, dan tujuan utama hukum syariat, yaitu menjaga moralitas, kehormatan, dan stabilitas sosial. Dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukum pidana Islam mengatur hukuman yang tegas bagi pelaku zina, namun tetap dengan standar pembuktian yang sangat tinggi untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan. Pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menekankan pencegahan melalui penguatan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Tantangan implementasi di era modern, seperti perbedaan sistem hukum dan pandangan terhadap hak asasi manusia, menggarisbawahi pentingnya pendekatan kontekstual dan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala, prinsip-prinsip hukum pidana Islam tetap relevan dalam memberikan solusi terhadap kasus perzinahan, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Melalui adaptasi yang bijak, hukum pidana Islam dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, bermoral, dan bermartabat. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang integrasi hukum pidana Islam dengan sistem hukum modern, khususnya dalam menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat saat ini. Sinergi antara nilai-nilai syariat dan hukum kontemporer diharapkan dapat menjadi landasan untuk penegakan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga manusiawi dan inklusif.
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Abstra


k :


Perzinahan merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian serius 


dalam hukum pidana Islam. Sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan 


sosial, perzinahan dianggap merusak tatanan masyarakat serta nilai


-


nilai moral. 


Studi ini bertujuan untuk men


ganalisis penyelesaian kasus perzinahan 


berdasarkan hukum pidana Islam, yang didasarkan pada ketentuan syariat dan 


prinsip


-


prinsip keadilan. Hukum pidana Islam mengatur hukuman terhadap 


pelaku perzinahan melalui ketentuan hudud, di mana hukuman cambuk atau


 


rajam diterapkan dengan syarat pembuktian yang sangat ketat, seperti adanya 


empat saksi yang memberikan kesaksian secara konsisten atau pengakuan dari 


pelaku. Ketentuan ini mencerminkan aspek kehati


-


hatian dan keadilan, sehingga 


mencegah hukuman yang tida


k tepat sasaran. Penelitian ini juga membahas 


implikasi penerapan hukum pidana Islam dalam sistem hukum modern, 


khususnya terkait dengan tantangan hukum, sosial, dan hak asasi manusia. 


Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai


-


nilai hukum Islam k


e 


dalam sistem hukum nasional memerlukan pendekatan yang bijak, kolaboratif, 


dan kontekstual, untuk memastikan penerapan yang adil dan relevan. Melalui 


analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami 


bagaimana hukum pidana Islam dapat m


emberikan solusi terhadap kasus 


perzinahan, sekaligus menjaga nilai


-


nilai moral, keadilan, dan perlindungan 


sosial.


 


Kata kunci 
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Perzinahan, Hukum


,


 


Pidana Islam


 


A.


 


Pendahuluan 


 


Perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap 


norma agama, hukum, dan moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat 


Islam. Dalam perspektif hukum Islam, perzinahan tidak hanya dianggap 


sebagai dosa besar, tetapi juga sebagai kejahatan y


ang merusak tatanan 
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